BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMCR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PROSEDUR LAYANAN INFORMAS]I PUBLIK
DI LINGEUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAE,

a. bahwa Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, telah mewajibkan Badan Publik
untuk memberikan layanan Informasi Publik;

b. bahwa dalam rangks melaksanakan sebagaimana dimaksud pada
huruf a telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sambas yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Sambas Nomor 180 Tahun 2012;

d. bahwa untuk dapat memberikan layanan informasi publik oleh
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana
dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Sambas tentang Prosedur Layanan Permohonan Informasi Publik di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;

Menimbang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 352 ) sebagai Undang-undang, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1920);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbulaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);

3.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



Menetapkan :

10,

Peratisan | merintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor B2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
blik Indonesia Nomor 5149);
m:ﬁn Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah
Kabupaten Sambas tahun 2008 Nomor 2};

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR LAYANAN

KABUPATEN SAMBAS

BAEB 1
EKETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

8
4,

10.

11,

Daerah adalah Kabupaten Sambas. .
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas.

Bupati adalah Bupati Sambas.

Badan publik adalah seluruh Satuan Kerja Peranghkat Daerah penyelenggara
Pemerintahan Daeah Kabupaten Sambas.

Informasi adalah Keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna dan pesan baik data, falkta maupun penjelasannya
yvang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai
kemasan dan format sesual dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Penyebarluasan Informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada
masyarakat khususnya melalui media massa.

Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk
menduduli posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.

Informasi Publik adalah informasi yvang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Pulilik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi
lain vang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pengpuna Informasi adalah orang vang menggunakan informasi publik
sebagaimana diatur dalam peraturan perundangang-u: langan.

Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara d: /atau badan hukum
Indonesia yang mengajukan permintaan informasi pul. + sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

Arsiparis adalah Pegawai Negeri Sipil vang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan kearsipan.

INFORMASI PUEBLIK DI LINGEUNGAN PEMERINTAH



12. Pranata Kehumasan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.

13. Pustakawan adalah sebutan bagi orang yang bekerja di perpustakaan.

14, Operator komputer adalah crang yang bertugas melayani dan menjalankan
sistern dan peralatan yang ada hubungannya dengan komputer, sepert
menviapkan data untuk di akses, merawat sistem komputer dan sebagainya.

15. Sengketa informasi adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan
pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak mempercleh dan
menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

16. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID
adalah Pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi pada
Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

17. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang
bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang
bersanglutan. :

18. Meja informasi adalah tempat pelayanan informasi serta berbagai sarana atau
fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnyva yang bertujuan
memudahkan perolehan informasi publik.

19. Petugas Informasi adalah orang yang bertugas melayani permintaan informasi
di meja pelayanan informasi.

20. Layanan langsung adalah pelayanan yang dilaksanakan langsung dengan
bertatap muka antara petugas pemberi informasi dengan pemohon informasi.

21. Layanan tidak langsung adalah pelayanan yang dilaksanakan dengan
perantaraan media seperti telepon /sms, surat elektronik dan lain lain.

22. Front office adalah pelayanan petugas informasi publik di depan meja

23. Back office adalah pelayanan petugas pendukung di belakang meja informasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud di!:cnmlmafa Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka melaksanakan
pelayanan informasi publik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik
Pasal 3

Tujuan Pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar
hukum serta memberikan standar bagi PPID dalam melaksanakan pelayanan
informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB Il
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PPID
Paszal 4

PPID bertanggungjawab di bi::l&ug lﬂ,yanlem Informasi Publik yang meliputi proses
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayar . n Informasi Publil,

Pasal 5

(1).Dalam  rangka tanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan  dan
pendokumentasian seluruh Informasi Publik, PPID bertugas mengkoordinasikan



pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja
yvang meliputi :
a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

(2). Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan.

Pasal 6

(1).Dalam rangka tangpungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan
seluruh Informasi Publik, PPID bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan
pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan;

(2].Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID bertugas untuk
mengkoordinasikan :

a. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat
menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan

b. menyampaikan Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar,
mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang
dipunalan oleh penduduk setempat.

{3). Dalam hal adanya permochonan Informasi Publik, PPID bertugas :

a. mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik
dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk
memenuhi permohonan Informasi Publik;

b. melakukan pengujian konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal
19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan
Informasi Publik tertentu dikecualikan;

c. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan
tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;

d. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta
alasannya; dan

e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi
dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.

(4).Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik,
FFID bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan
diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan
Informasi Publik ditolak,

BAB IV
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMEAN

Pasal T

(1). Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan terdiri dari :
a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

(2).Informasi Publik sebagaiman dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana sudah
diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia tentang Standar
Layanan Informasi Publilk,

BABV
HAHEHAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pasal 8

Hakelkat pelayanan informasi publik adalah pemberian pelayanan kepada
pemohon informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional,
dan cara sederhana.



BAB VI
ASAS PELAYANAN INFORMARI PUBLIK

Bagian Hesatu
Transparansi
Pazal 9

Pelayanan informasi publik bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua
pihak yang membutuhkan dan disediskan secara memadai serta mudah
dimengert;
Bagian Kedua
Aluntabilitas
Pasal 10

Pelayanan informasi publik dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Bagian Ketiga
Hondisional
Pasal 11

Pelayanan informasi publik sesual dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan
penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;

Bagian Keempat
Partisipatif
Pasal 12

Pelayanan informasi publik mendorong peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi,
kebutuhan dan harapan masyarakat;

Bagian Kelima
EKesamaan Halk
Pasal 13

Pelayanan informasi publik tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku,
ras, agama, gnlungan, gender dan status ekonomi;

Heenam

Heseimbangan Hak dan Hewsajiban
Pasal 14

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-
masing pihak

BAB VII
KELOMPOK PELAYANAN INFORMASI F (LIK
Pasal 15

Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan cleh PPID pada organisasi perangkat
daerah dilingkungan Pemerintah Daerah, masuk dalam kelompek pelayanan jasa,
vakni menyediaken berbagai hal yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi
yang dibutuhkan oleh masyarakat.



BAB VIl

PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI FUBLIK
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

(1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara melihat dan
mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik.

(2] PPID sesuai tugss dan fungsinya harus memiliki standar pelayansn yang
berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk
penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan

(3) Bagan Alur Permohonan Informasi di PPID sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [ Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Standar Pelayanan Informasi Publik
Pasal 17

(1) Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik, PFID harus didukung oleh
meja informasi publik;

{2) Meja informasi publik terdiri dari front office dan back office;

{3} Front office terdiri dari meja layanan langsung dan meja layanan tidak
langsung,;

{4) Back office meliputi bidang pelayanan dan dokumentasi informasi, bidang
pengolahan data dan klasifikasi informasi serta bidang penyelesaian sengketa
informasi.

Bagian Ketiga
Kompetensi Pelaksana Layanan
Pasal 18

(1) FFID dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada
pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh pejabat fungsional arsiparis,
pustakawan, pranata humas dan pranata komputer.

(2) Petugas informasi pada meja layanan informasi publik dintamakan memiliki
kompetensi dibidang pengetahuan peraturan perundang undangan
keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan serta sikap
dalam berkomunikasi.

Bagian Keempat
Waktu Pelayanan Informasi
Pasal 19

(1) Pelayanan informasi publik diselenggarakan pada hari kerja yaitu dari hari
Senin sampai dengan hari Jum'at

(2) Waktu pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dari pukul 09.00
sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai
dengan pukul 13.00 WIB pada hari Senin sampai dengan Kamis, dan pulul
11.00 - 13.00 WIB pada hari Jum'at.
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Bagian Kelima
Mekanisme Permohonan Informasi Publik
Pasal 20

Pemohon informasi datang ke meja layanan informasi dan mengisi formulir

permohonan dengan melengkapi persyaratan : _ .

a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk pemchon dan pengguna m{-:-rmam; dan

b. Dalam hal pemohon adalah lembaga publik/ormas harus dilenghap fm:lump_v
akta pendirian dan surat keterangan terdaftar di Ran’m{ Eﬂshmg:nﬂmmas
Kabupaten Sambas/setempat serta surat keterangan domisili.

Pemohon informasi wajib menjelaskan maksud dan fujuan penggunaan

mformasi;

Formulir permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat

pada lampiran 11 Peraturan Bupati ini.

Pasal 21
Petugas Informasi wajib : . : ; :
a. Memberikan tanda bukti penerimasan permintaan informasi publik kepada
pemohon; dan

b. Memproses permohonan sesuai dengan formulir permintaan informasi yang
sudah ditandatangani oleh pemohon.

Petugas Informasi bertugas :

a, Menyerahkan informasi sesuai dengan permintaan pemohon;

b. Memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pemohon; dan

c. Membukukan dan mencatat seluruh rangkaian permohonan informasi

blik.
FD.I'IF;I}II.I]II tanda bukti penerimaan dan penyerahan informasi publik sebagaimana
tercantum dalam lampiran [1I dan lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Jangka Waktu Penyelesaian
Pasal 22

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintasn pemohon informasi publik
dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan.

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak
diterima permintaan.

PPID menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta
berada di bawah penguasaannya atau tidak dan dapat memperpanjang waktu
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyampaian/ pendistribusian /penyerahan informasi publik kepada pemohon
informasi publik dilakukan secara langsung, dengan menandatangani berita
acara penerimaan informasi publik.

Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga
dicantumkan :

a. Materi informasi yang diberikan; dan

b. Format informasi (dalam bentuk hard copy atau data tertulis).

Dalamn hal informasi yang diminta termasuk dalam informasi vang dikecualikan
maka PPID wajib memberikan alasan tertulis penols. . pemberian informasi
sesual dengan ketentuan peraturan perundang o angan dalam bentuk
Kepumsan PPID. :
Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud  at {6) paling lambat 10
{sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Formulir pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada sy« {3) tercantum dalam
lampiran V Peraturan Bupati ini. '
Format Keputusan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat {6) tercantum dal
Lampiran VI Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketujuh

Biaya / Tarif
Pasal 23

(1} Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyvediakan informasi publik
secara gratis atau tidak dipungut biaya; _ I

(2) Dalam hal diperlukan biaya untuk penggandaan dan/atau biaya penginiman,
biava ditanggung oleh pemohon informasi.

BAB IX
TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN

Bagian Kesatu
Pengajuan Keberatan
Pasal 24

{1) Pemochon informasi publik berhak mengajukan keberatan dalam hal
ditemukannya alasan sebagai berikut :
a. Penolakan atas permintasn informasi berdasarkan alasan informasi yang
dikecualikan;
b. Tidak disediakannya informasi berkala;
c. Tidak ditanggapinya permohonan informasi publik; o
d. Permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
¢. Tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g. Penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur pada
peraturan ini.
(2] Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada
atasan PPID melalui PPID;
(3] Format pernyataan keberataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdapat
lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(4 Bagan Alur Pengajuan Keberatan tercantum dalam Lampiran VII Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Tanggapan Atas Keberatan

Pasal 25

(1) Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang
disampaikan kepada pemohon informasi yang mengajukan keberatan atau pihak
yvang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya
pengajuan keberatan tersebut.

(2) PPID wajib melaksanakan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
saat disampaikannya keputusan tersebut.

Pasal 26

Pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima
kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada komisi informasi
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan
FFID.

TATA CARA PELAPORAN
Pasal 27

(1} PPID wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran beralhir;



(2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi
tn . dimaksud (1) beru
3} Laporan sebagaimana di sud ayat pa: .
i a. Ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik;
dan
h. Laporan lenghkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan
Informasi Publik.
(4} Laporan sebagaimana ayat (1) sekurang kurangnya memuat :
2  CGambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik lingkup kerja PFID
b, Gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik, antaranya sarana
prasarana pelayanan yang dimiliki beserta kondisinya dan sumber daya
manusia yang menangani pelayanan insormasi publik serta anggaran
pelayanan serta laporan penggunasnnys,
Rincian pelayanan informasi;
Rincian penyelesaian sengketa informasi publik;
Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik;
Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas
pelayanan informasi

- e

BAB XI
PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 8 Mei 2015
BUPATI SAMBAS,
TTD
JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 8 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS
™D

JAMIAT AKADOL
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 20
Salinan Sesusj Dengan Aslinya

KEPALA BHGIAN
DAN PERUNDANG-U GAN

Pembina (IV /&)
NIP. 19640112 200003 1 003



LAMPIRAN [ PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

20 TAHUN 2015

8 MEI 2015

STANDAR OPERASIONAL
LAYANAN INFORMASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
SAMBAS

PROSEDUR
PUBLIK
KAB.

BAGAN MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI
DI PPID PEMERINTAH KAB. BAMBAS

PENCATATAN :
NAMA, ALAMAT,
INFORMASI
YANG DIMINTA,

Iy

TANDA BUKTI

PENERIMAAN

PERMINTAAN
INFORMASI

PENOLAKAN

Diundangkan ch Bambas
Paca Tanggal 8 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS
TTD

JAMIAT AKADOL

U

PROBSES /
JAWABAN

PENERIMAAN

SELESAI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 20

NP 10640112 200003 1 003

BUPATI SAMBAS,

JULIARTI DJUHARDI ALWI



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 20 TAHUN 2015

TANGGAL B MEI 2015
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DILINGKUNGAN PEMERINTAH  KAB.
SAMBAS

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DI PPID PEMERINTAH KAB. SAMBAS

OP. KAB.

RNO. |PPID-KAB.BAMBAS/ P/ {2015
FORMULIR PERMINTAAN INFORMAS] PUBLIK

Yang bertandu tangan dibawah ind, mengejukan permintaan nformasd :

Nama Pemohon Informasd
Mamor KTP (Besuni KTH
Alamat Pemohon Inlormnai
Nomor Telepon

Email

Informasi Yang Cibutuhkan

Alagan Permintaan

Hama Penggune Informasi
{Instansi)

MNomar KTP |Sesual KT
Alamat Pengguna inlormasi
Mormor Tel=pon

Eirmail

Alagan Permintean

Waktu

Cara Memperaleh Informasi i 1. Langaung 2. Webaite 3. Emal 4, FAX 5. Via Pos
Format Bahen Informasd - 1. Tercetak 2. Terakam

Cara Mengirim Bahan Inlormaest . 1. Langsung 2. Vin Pos 3. Email

Dta dan Informast yang kami peroleh, kami gunakan sssuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlak.

Diundangkan di Sambas Sambuas, 2015

Pada Tanggal & Mei 2015 R A 8y LA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

JAMIAT AKADCHL.

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 20

BUPATI SAMBAS,

mbina {1V /a) JULIARTI DJUHARDI ALWI
NIP, 19640112 200003 1 003



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 20 TAHUN 2015

TANGGAL B8 MEI 2015

TENTANG STANDAR OPERASIONAL FPROSEDUR

LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DILINGKUNGAN FEMERINTAH  KAB.
SAMBAS

FORMAT FORMULIR TANDA BUKTI PENERIMAAN
PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
DI PPID PEMERINTAH KAB. SAMBAS

EKOP. KAB. SAMB

NO. /PPID-KAB.SAMBAS /TB/ f2015

TANDA BUKTI
PENERIMAAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Telah Terima Dari Pengguna [ Pemohon [nformas Publik :

Permintaan [nformasi
Mama
Alarmat

Walotu

Sambas, 2015

Pemohon Informass

. BUPATI SAMEBAS,
DHundangkan Jdi Sambas

Pada Tanggal & Mei 2015 TTD
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

D Ji . ARTI DJUHARDI ALWI
JAMIAT AKADOL

BERITA DAEREAH KABUPATEN SAMEBAS TAHUN 2015 NOMOR 20

MARIANIS
mbrina {1V a)
MIF, 196401 12 200003 1 003



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 20 TAHUN 2015

TANGGAL 8 MEI 2015
TENTANG STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR

LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DILINGKUNGAN PEMERINTAH  KAB,
SAMBAS

FORMAT FORMULIR TANDA BUKTI PENYERAHAN
PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
DI PPID PEMERINTAH KAB. SAMBAS

KOFP. PPID KAB. =)
RO. /PPID-KAB.SAMBAE /PN/ /2015

TANDA BUKTI
PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK

Telah Terima Darl Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Berups Informasi

Format Informasi E 1. Tercetak 2. Terekam

Mama Pomoehon Informasi
Alamar
Walcta

Sambas, 2015
Pemohon Informasi,
i)
Diundanghkan di Sambas
Pada Tanggal & Meid 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS
L BUPATI SAMBAS,
JAMIAT AKADOL
TTD
BERITA DAERAH UPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 20
Halinan

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Pembina {IV /&)
MIP. 19640112 200003 1 003



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 20 TAHUN 2015
TANGGAL 8 MEI 2015

TENTANG STANDAR OPERASIONAL FPROSEDUR
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DILINGKUNGAN PEMERINTAH  KAB.

SAMBAS

FORMAT FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS
DI PPID PEMERINTAH KAB. SAMBAS
KOP. PPID KAB. SAMBAS

WO. JPPID-KAB.BAMBAS /PT/ /2015

Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal .... bulan ... tahun ... Dengan nomor pendafaran .............
kami menyampaikan kepada Saudara /i

Namna
H]ﬂ.'l'l'lﬂ[ by mm g kB B DR P eSS SR LR R e e S A B AR e S SAR LA KRR
Mo, Telp/Email

Pemberitahuan sebagai berikul :

A, Informasi Dapat Diberikan .
B Hal-Hal terknit Informasi Ket
!n- e rEa— hmk AT
1. Penguasaan [nformasi Publik ** ([0 Kami )
_ [0 Badan Publik lain, vaitu :
3. | Bentuk Fisilk yang tersedia ** O Softcopy (termasuk rekaman)
[0 Hardeopy / salinan tertulis
3. | Biaya vang dibutuhkan ** [0 __Penyalinan Rp -.consea X vvavannre: (jumlah lembaran) = Rp ........
[0 Lain-lain BE oinanan
= Jumlah RP osvieamiss
4. | Waktu Penyedisan siciss PBTL :
5. | Penjelasan penghitaman/ pengnburan Informasi yang dimohon **** (tambahan kertas bila perlu)

B. [Informas Tidak Dapat Diberilcan Karena @ **
Informasi vang diminta belum diltuasa
Informasi vang diminta belum didolumentasiloan
Penvediaan informasi yang belum didolkumentasikan dilalmkan dalam jangha waktu ... #4950

Sambas, 2015

Pejabat Pengelola Informas dan
Dokumentas Kab, Sambas

Reterangan

* Diisi sesual dengan nomor pendaftaran pada formulie permohonan

el Pilih salah satu dengan memberi tanda ()

s Biaya penyalinan {Fotocopy ataa disket atao Compact Disd dil] dan atau haya pengeiman (khusus lourie dan
pos sesual dengan standar biaya yang telah ditetaploan

e Jika ada penghitaman mnformeaed dalam suats dokumen, makea diberikan alasan penghitaman

i Dusi dengan keterangan wakiu yang jelas untuk menyediakan informasi yvang dimimnta

Diundanglean o Sambas
Pada Tanggal 8 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD
BUPATI SAMEBAS,
JAMIAT AKADOL
BERITA DAERAH KEABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 20 TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

MIF. 19640112 200003 1 003



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 20 TAHUN 2015

TANGGAL B MEI 2015
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LAYANAN INFORMASI FUBLIK
DILINGKUNGAN PEMERINTAH  KAB.

SAMBAS

FORMAT FORMULIR PERNYATAAN KEBERATAN
ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DI PPID PEMERINTAH KAB. SAMBAS

KOP. . SAMBAS
NO. [PPID-KAB.BAMBAS/FK/ /2015

FORMULIR KEBERATAN

Ioformasi Pengaju

Heberatan

Nomor regisiras.

Kﬂhﬂmm H G EEE A B p S S S b S S G EEE A EEETE TR T FARAT T el pe S b S F S A A S AR AR M NI TR TR e
Nomor Permohonan

Informasi

Tujuan Penggunasn

Identitas Pemohon

Marna

Hn-mm"!'q:lnpnn R e e o o e e e B S S .l M o A o
Pekerjaan b A P B i P A B8 R R P S0 L R B AR A R R B

Identitas Kuasa
Pemobhon

Mama b R e s g T R R b AR B N e B A R BB R R P R b e e B B e
Alarmat

Momor Telepoan

B. Alssun Heberntan

a.  Permohonan [nformasi Ditolak

b. Informasi Berkala Tidalk Disedinkan

- Permintaan Informas Tidak Ditanggapi

d. Permintaan Informasi Ditanggapi Tidak Scebagai Mana Yang Diharaphkan
«

[

[

Permintasn Informeast Tidak Dipenuhi
Biayn Yang Dikenakan Tidak Wajar
Informasi Yang disampaikan Melebihi Jangka Waktu Yang Diharaploan

. HKasus Posisi [Tombahkan Hertas Bila Perlu)

D. Hari [/ Tanggel Atas Keberatan Yang MHberikan :

Demikian Keberatan Ini saya sampaikan, atas perhatian den tanggapanayva, sayn ki terima loasih,
Divndangkan di Sambas
FPada Tanggal & Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS P on Informast,

Sambas FI1S

TTD

JAMIAT AKADOL

HERITA MAFRAH KARITPATEN SAMRAAS TAHMIIN 2015 NOMOR 20
Salinan Ses .

KEPALA/MAGIAN HUKU BUPATI SAMBAS,
DAN PER

TTD

MARIANLS

Pembina (IV /a) JULIARTI DJUHARDI ALWI
NIF. 19640112 200003 1 003



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 20 TAHUN 2015

TANGGAL 8 MEI 2015

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DILINGKUNGAN PEMERINTAH  KAB.
SAMBAS

BAGAN ALUR PENGELOLAAN KEBERATAN
DI PPID PEMERINTAH KAB. SAMBAS

BAGAN ALUR PENGELOLAAN KEBERATAN

!

MENGISI FORM

l

REGISTRASI

Selambat-
ATASAN PPID \ e m e

30 Hari
TANGGAPAN I REeputasan

Tertulis

l YA
[ PUAS ? = SELESAI
Selambat-
lambatnya 14 Hari (I TIDAK
v KIP

Diundangkan di Sambas
Pada Tanggal 8 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS
L2 BUPATI SAMBAS,
JAMIAT AKADOL

TTD
BERITA DAERAH UPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 20
Salinan Sesu i »
iy _ JULIARTI DJUHARDI ALWI

MNIP. 19640112 200003 1 003



